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TENTANG

TATA CATA ANALISA PENYEMPURNAAN
NILAI INDIKASI RATA-RATA DAN ZONA NILAI TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Tanah (ZNT);

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tata Cara
Analisa Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-Rata dan
Zona Nilai Tanah yang dituangkan dalam Peraturan

Bupati Sumenep.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

Keuangan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 68 Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pajak Daerah, serta menyadari akan peranan penting
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang semakin
strategis untuk berbagai kepentingan, jelas menuntut
suatu kualitas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang
dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya
semua aspek, baik secara formal maupun material,
perlu upaya konkrit dengan cara melakukan Analisa
Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-Rata dan Zona Nilai



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5179jJ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2018 Nomor 5).




Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TATA CATA
ANALISA PENYEMPURNAAN NILAI INDIKASI RATA-
RATA DAN ZONA NILAI TANAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Sumenep;

Bupati adalah Bupati Sumenep;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Sumenep;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumenep;

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, yang selanjutnya disebut Badan, adalah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumenep;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumenep;

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disebut Penilai PBB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang
mempunyai latar belakang pendidikan formal sebagai
penilai pajak bumi dan bangunan yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pendataan dan penilaian pajak bumi bangunan;
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan adalah rangkaian
kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) yang akan dijadikan dasar sebagai pengenaan
pajak dengan menggunakan pendekatan data pasar,
pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan;




12.

13.

14.

15.

16.

17.

Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek
pajak dengan cara memperhitungkan semua
karakteristik dari setiap objek pajak yang mempunyai
karakter khusus;

Penilaian Massal, adalah penilaian yang sistematis
untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat
tertentu secara bersamaan dengan menggunakan
suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut
Computer Assisted Valuation (CAV);

Pendekatan Biaya, adalah cara penentuan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) dengan menghitung seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak
tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi
dengan penyusutannya;

Pendekatan Data Pasar, adalah cara penentuan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) dengan membandingkan
objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain
yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya,
dengan memperhatikan antara lain faktor letak,
kondisi fisik, waktu, fasilitas, dan lingkungan;
Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan, adalah, cara
penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan
mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu) tahun
dari objek pajak tersebut;

Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

- mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

18.

19.

20.

21.

22.

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan;

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota;

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau
perairan pedalaman dan/atau laut;

Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan
subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data
pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi
pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media
penyimpan data,;

Pemutakhiran Basis Data (updating) adalah pekerjaan
yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang
disimpan di dalam basisdata dengan data yang
sebenarnya di lapangan;




23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Blok adalah Zona geografis yang terdiri dari
sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam
dan/atau buatan manusia yang bersifat
permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan
sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan desa/kelurahan. Penentuan batas blok
tidak terikat kepada batas RT/RW dan sejenisnya
dalam satu desa/kelurahan;

Data Harga Jual adalah Data atau informasi mengenal
jual beli tanah dan atau bangunan yang didapat dari
sumber pasar dan sumber lainnya seperti Camat PPAT,
Notaris PPAT, aparat desa/kelurahan, iklan media
cetak, dan lain-lain;

Gambar Sket adalah Gambar tanpa skala yang
menunjukkan letak relatif objek pajak, zona nilai
tanah, dan lain sebagainya dalam satu wilayah
administrasi pemerintahan desa/kelurahan;

Nomor Objek Pajak adalah Nomor Identifikasi Objek
Pajak (termasuk objek yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) Undang-undang
Nomor 28 tahun 2009) yang mempunyai karakteristik
unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam
satu wilayah administrasi pemerintahan
desa/kelurahan;

Nilai Indikasi Rata-rata adalah Nilai pasar rata-rata
yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai
tanah;

Objek Acuan adalah Suatu objek yang mewakili, dari
sejumlah objek yang serupa atau sejenis yang nilainya
telah diketahui, dan telah berfungsi sebagai objek
acuan dalam melakukan penilaian objek khusus
secara individual;

Peta wilayah adalah peta yang menggambarkan suatu
wilayah administrasi pemerintahan misalnya
kotamadya/kabupaten atau kecamatan,
desa/kelurahan dengan skala 1 : 50.000, 1 : 25.000.
Peta ini menggambarkan batas wilayah masing-masing
daerah dengan diberikan legenda atau keterangan
serta detil penting lainnya;

Peta desa/kelurahan adalah suatu peta yang
menggambarkan  secara  detil wilayah suatu
desa/kelurahan dengan menyajikan suatu letak dan
bentuk masing-masing blok, yang dilengkapi dengan
nomor blok, luas setiap blok, simbol serta atribut
lainnya. Peta desa/kelurahan dibuat dengan skala

1 : 5.000 dan petawilayah kelurahan untuk wilayah

kota dibuat dengan skala 1 : 2.500;

Peta Blok adalah peta yang menggambarkan suatu
zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek
pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas
buatan manusia, seperti jalan, selokan, sungai, dan
sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi
pemerintahan desa/kelurahan;




32.Peta Digital adalah Peta yang mempunyai format
digital, mempunyai besaran vektor, dan tersimpan
dalam media computer;

33.Peta Zona Nilai Tanah adalah Peta yang
menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas
sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai
Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas
penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah
administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas zona
nilai tanah tidak terikat kepada batas blok;

34. Ploting adalah Pencetakan peta digital ke media
kertas/drafting film/kalkir;

35.Zona Nilai Tanah (ZNT) adalah Zona geografis yang
terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai
satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas
penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan
wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan
tanpa terikat pada batas blok;

36. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti;

37.Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat
atas Bangunan.

BAB II
DATA SISMIOP

Pasal 2

Data SISMIOP adalah data objek dan subjek PBB
Pedesaaan dan Perkotaan yang berasal dari kegiatan
pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan
data objek dan subjek PBB dengan bantuan komputer
pada suatu wilayah tertentu, yang dilakukan oleh Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumenep maupun pihak ketiga. Jenis Data
SISMIOP mempunyai kode NOP dengan digit terakhir
adalah O atau 9.

BAB III
PROSEDUR ANALISA PENYEMPURNAAN NIR/ZNT
DATA SISMIOP
Pasal 3

a. Persiapan;
b. Standarisasi Nama Jalan/Alamat;




Pengumpulan Data Harga Jual;

Kompilasi Data Harga Jual;

Rekapitulasi Data dan Ploting Harga Jual,

Pembuatan Peta Taburan Data Harga Jual danBatas
Imajiner ZNT;

Penentuan Objek Acuan;

. Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR);
Pembuatan Peta ZNT/NIR Akhir;

Pembuatan Hasil Akhir/Laporan.

o Q0

e gl

Pasal 4
Persiapan

Tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan :

a. menyiapkan peta yang diperlukan dalam penentuan
NIR dan Pembuatan ZNT, meliputi Peta Wilayah, Peta
Desa/Kelurahan, Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Blok;

b. menyiapkan data-data yang diperlukan, seperti data
dari laporan Notaris/PPAT, data NIR/ZNT lama, SK
Klasifikasi dan Penggolongan NJOP Bumi;

c. menyiapkan data-data yang berhubungan dengan
teknik penentuan nilai tanah, seperti data Jenis
Penggunaan Tanah dari Badan  Perencanaan
Pembangunan Daerah, data potensi pengembangan
wilayah berdasarkan Rencana Kota, data-data spesifik
dari BPN, dan sebagainya;

d. pembuatan Rencana Pelaksanaan (meliputi personil,
biaya serta jadwal kegiatan).

Pasal 5
Standarisasi Nama Jalan/Alamat

Penulisan nama  jalan/alamat dalam  Lampiran
Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP
sebagai Dasar Pengenaan PBB sangat beragam dan tidak
baku. Agar dapat digunakan sebagai penunjuk relatif letak
obyek pajak, maka harus dilakukan standarisasi nama
jalan/alamat dengan menggunakan Formulir 1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terisahkan dengan Peraturan
Bupati ini. Contoh standarisasi nama jalan/alamat
sebagaimana dibawah ini :

FORMULIR STANDARISASI NAMA JALAN/ALAMAT

NO. NAMA JALAN/ALAMAT
LAMA BARU
1 KP. KOLOR KP KOLOR
2 KAMPUNG KOLOR KP KOLOR
3 KMP KOLOR KP KOLOR

Tabel 1. Contoh Standarisasi Nama Jalan/Alamat



Setelah diisi dengan lengkap dan benar, formulir ini
dikirim ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk
dilakukan pemutakhiran nama jalan/alamat. Selanjutnya
Lampiran Klasifikasi dan Besarnya NJOP Bumi tersebut
dicetak kembali untuk mengetahui jumlah kelas bumi
dalam satu nama jalan/alamat. Berikut adalah contoh
hasil cetakan standarisasi nama jalan/alamat :

NAMA [(KODE KELAS|PENGGOLONGAN| KET.
BLOK ZNT | BUMI |NILAI JUAL BUMI| NILAI
JALAN TUAL

000 | KP KOLOR | 32 A32 [41.000 s/d 55.000( 48.000

000 | KP PABIAN| 33 A33 |31.000 s/d 41.000| 36.000

DESA
000 DARIAN 34 A33 |31 .000 s/d 41.000| 36.000

Tab 1 2. Contoh Daftar Klasifikasi dan Besarnya NJOP
Bumi Setelah Dilakukan Standarisasi Nama
Jalan/Alamat

Pasal 6
Pengumpulan Data Harga Jual

(1) Data harga jual adalah informasi mengenai harga
transaksi atau harga penawaran atau data
hipotik/agunan di bank atau harga sewa tanah
dan/atau bangunan dengan menggunakan Formulir 2
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

(2) Jumlah dan sebaran data harga jual diupayakan
tersebar merata dan merepresentasikan kondisi
wilayah yang dianalisis;

(3) Sumber data dapat berasal dari :

a. himpunan laporan PPAT/Camat/Notaris

b. data jual beli maupun informasi dari lurah/kepala
desa;

c. data dari kunjungan ke agen property;

d. data penawaran/penjualan properti melalui
majalah, brosur, direktori, pameran dan
sebagainya.

(4) Pengumpulan data harga jual diutamakan diperoleh di
wilayah desa/kelurahan yang dianalisis. Apabila data
harga jual tidak memadai dan kurang representatif,
maka dapat menggunakan data harga jual di wilayah
desa/kelurahan lain yang berbatasan termasuk yang
berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain.

(5) Apabila informasi harga transaksi dan harga
penawaran kurang/tidak memadai tetapi terdapat
informasi harga sewa, maka harga jual dapat
ditentukan dengan melakukan kapitalisasi atas harga
sewa tersebut. Caranya dengan membagi harga sewa
dengan  tingkat kapitalisasi tertentu. Tingkat
kapitalisasi diperoleh melalui analisis dengan
menggunakan Lembar Kerja  Analisis Tingkat
Kapitalisasi (Formulir 11 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini).




(1)

(3)

(1)

(3)

Pasal 7
Kompilasi Data Harga Jual

Data yang terkumpul dalam  masing-masing
kelurahan/desa  dikelompokkan menurut jenis
penggunaan tanah dan bangunan, seperti tanah
kosong, perumahan, industri, perkantoran, pusat
perdagangan dan lain-lain dengan menggunakan
Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.

Pengelompokan ini sangat penting karena jenis
penggunaan tanah/bangunan merupakan variabel
yang signifikan dalam menentukan nilai tanah. Jenis
penggunaan yang berbeda akan memberikan indikasi
nilai yang berbeda.

Kompilasi juga diperlukan berdasarkan lokasi data
untuk memudahkan tahap analisa data.

Pasal 8
Rekapitulasi Data dan Ploting Harga Jual

Semua data yang diperoleh harus dimasukkan dalam

Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.

Nomor data yang tertulis pada Formulir 4 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini harus
sama persis dengan nomor data yang tertulis pada

Formulir 3. Selanjutnya nomor ini akan berfungsi lebih

lanjut sebagai alat untuk mengindentifikasi lokasi data

pada Peta Taburan Data dan Identifikasi data-data
mana yang dipergunakan untuk analisis ZNT tertentu.

Karena tidak menutup kemungkinan untuk ZNT yang

tidak terdapat data pendukungnya akan

mempergunakan data dari lokasi yang berdekatan.

Penyesuaian terhadap waktu dan jenis data

a. penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan
membandingkan waktu transaksi data dengan
keadaan per 1 Januari;

b. penyesuaian terhadap faktor waktu dilakukan
dengan mengacu pada faktor-faktor yang
mempengaruhi fluktuasi nilai properti dalam kurun
waktu yang dianalisis.

Seperti keadaan pasaran properti, keadaan
ekonomi global, tingkat inflasi, tingkat suku bunga
dan lain-lain.

c. cara yang  dipergunakan adalah  dengan
membandingkan 2 (dua) atau lebih data transaksi
properti yang serupa karakteristiknya di wilayah
penelitian.

Dari waktu transaksi yang berbeda di antara
keduanya  kemudian  di analisis  tingkat
pertambahan harganya per tahun.




Contoh :
Terdapat 2 (dua) transaksi atas properti yang
serupa karakteristiknya. Properti A dijual pada
tanggal 2 Mei 2014 dengan harga
Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) sedangkan properti B dijual pada tanggal
17 Juni 2018 dengan harga Rp. 400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).

Berarti kenaikan harga selama 4 (empat) tahun
adalah 60% atau 15% per tahun.

penyesuaian terhadap jenis data diperlukan untuk
memenuhi  persyaratan Nilai Pasar Wajar
sebagaimana  prinsip-prinsip penilaian yang
berlaku. Oleh karena itu data-data
transaksi/penawaran yang bukan merupakan data
transaksi jual beli yang wajar harus disesuaikan
terlebih dahulu untuk  memperoleh  nilai
kewajarannya. Misalnya data hipotik/agunan
bank, data penawaran, data sewa, data
PPAT/Notaris yang keakuratannya diragukan.

jenis data yang diperoleh biasanya berupa data
transaksi jual beli, data penawaran atau data
hipotik. Data yang perlu disesuaikan adalah data
penawaran yang biasanya lebih tinggi dan data
hipotik yang biasanya lebih rendah dari transaksi
jual beli.

besar penyesuaiannya sangat tergantung pada
tingkat akurasi data dan keadaan di lapangan.
Variasi prosentase penyesuaian tidak dapat
dipungkiri pasti terjadi, hal ini tetap dibenarkan
asalkan tidak menimbulkan penyimpangan yang
terlalu jauh dari kewajaran nilainya.

Pasal 9
Pembuatan Peta Taburan Harga Jual dan
Batas Imajiner ZNR

(1) Peta taburan harga jual merupakan pengelompokan
harga jual tanah dalam ZNT yang sama.

(2) Batas imajiner dituangkan dalam konsep peta ZNT
yang telah berisi taburan data harga jual. Untuk
meyakinkan agar objek pajak yang berada dalam satu
zona memiliki karakteristik yang relatif sama, maka
perlu dilakukan orientasi lapangan.

(3) Prinsip pembuatan batas imajiner ZNT adalah :

a.

b.

C.

mengacu pada peta ZNT lama bagi wilayah yang
telah ada peta ZNT-nya.

mempertimbangkan data harga jual yang telah
diplot pada peta kerja ZNT.

pengelompokan bidang tanah dalam satu ZNT
dilakukan dengan mempertimbangkan  hal-hal
sebagai berikut :




1) indikasi nilai tanah yang mirip;
2) memiliki karakteritik yang mirip, antara lain :
a) ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas
umum;
b) aksesibilitas;
c) peruntukan tanah (zoning);
d) mempunyai potensi nilai yang sama.

Pasal 10
Penentuan Objek Acuan

Objek acuan adalah suatu objek yang mewakili sejumlah

objek yang serupa/sejenis yang nilainya telah diketahui,

dan berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penilaian.

Obyek acuan diperlukan untuk ZNT yang data harga

jualnya kurang dari tiga sehingga dapat memenuhi jumlah

data pembanding di setiap ZNT minimal tiga.

Kriteria pemilihan objek acuan dilakukan dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. menggambarkan jenis penggunaan yang dominan pada
zona yang akan dinilai;

b. sebarannya cukup merata pada zona yang akan
dinilai.

Analisis nilai objek acuan dilakukan dengan cara

melakukan penyesuaian terhadap salah satu data

pembanding dalam Formulir 4 dengan menggunakan

Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

Bupati ini

Pasal 11
Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata—Rata (NIR)

(1) Alternatif analisis penentuan NIR :

a. untuk ZNT yang memiliki data harga jual tiga atau
lebih, penentuan NIR dilakukan dengan cara
merata-rata data harga jual tersebut dengan
menggunakan Formulir 6 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

b. untuk ZNT yang hanya memiliki data harga jual

. kurang dari 3 (tiga) maka penentuan NIR di
lakukan dengan cara terlebih dahulu menentukan
objek acuan dengan menggunakan Formulir 5
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini. Penentuan NIR dilakukan
dengan cara merata-rata data harga jual/data
pembanding tersebut dengan menggunakan
Formulir 6 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

c. untuk ZNT yang tidak memiliki data harga jual,
penentuan NIR dilakukan dengan cara :




(2)

(1)
(2)
(3)

(5)

()

1) menentukan 3 (tiga) objek acuan terlebih dahulu
dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini. Penentuan NIR dilakukan dengan
cara merata-rata data pembanding tersebut
dengan menggunakan Formulir 6 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini;

2) mengacu pada NIR dari ZNT lain yang
mempunyai data harga jual/data pembanding
dengan melakukan penyesuaian terhadap
karakteristik zona antara lain faktor lokasi, fisik,
jenis peruntukan tanah, sebagaimana tercantum
dalam Formulir 7 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Faktor Penyesuaian Dalam formulir Analisis
Penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dari NIR Zona
Lain (Formulir 7), yang dimaksud dengan penyesuaian
fisik lebih didasarkan pada aspek-aspek fisik kawasan
yang membedakan antara zona yang satu dengan
lainnya, seperti topografi, keluasan area terbangun,
kualitas infrastruktur, ketersediaan fasilitas air bersih,
elevasi terhadap jalan, daerah banjir atau tidak,
kumuh atau tidak dan sebagainya. Penyesuaian jenis
peruntukan tanah (zoning) seperti perumahan,
komersial, industri dan lain-lain.

Pasal 12
Pembuatan Peta ZNT/NIR Akhir

Tahap ini dilaksanakan setelah selesai menganalisa
objek pajak dalam satu kelurahan/desa.

Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang objek
pajak tetapi tidak boleh memotong bidang objek pajak.
Untuk mempermudah penentuan batas ZNT sesuai
garis bidang objek pajak, terlebih dahulu dibuat
sket/peta ZNT blok yang selanjutnya dipindahkan ke
dalam sket/peta ZNT desa/kelurahan.

Cantumkan NIR dan kode ZNT sesuai dengan NIR dan
ZNT pada peta kerja, ZNT yang telah diberi kode dan
ditentukan NIR-nya, datanya diisikan pada formulir
ZNT.

Sket/peta ZNT akhir diberi warna pada setiap garis
batas ZNT.

Sket/peta ZNT akhir merupakan Lampiran Hasil
Analisa NIR/ZNT yang akan dijadikan dasar penetapan
Keputusan Bupati tentang besarnya NJOP sebagai
dasar pengenaan PBB. Dalam hal ini sket/peta ZNT
tersebut diperkecil dengan cara fotokopi (lichtdruk) dan

tidak perlu diberi warna, namun kode ZNT dan NIR
harus jelas.




Pasal 13
| o Pembuatan Hasil Akhir/Laporan

Hasil akhir dari kegiatan ini berupa Buku Laporan Analisis
ZNT/NIR yang akuntabel dan dibuat setiap
kelurahan/desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,
sebagai landasan operasionalisasi pelaksanaan analisa
penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dan Zona
Nilai Tanah (ZNT) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
oleh Bupati.

| Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Analisa Penyempurnaan Nilai Indikasi Rata-Rata dan Zona
Nilai Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep

Diurdangkan dalam Beritg
\ . Kabupaten Sumeexzmpo Ditetapkan di : Sumenep
anggal: 1 pada tanggal : 1
1 Tahun.:. | 8, FFI\BOingrm;? B FEB 2018
| sy Farif Dae BUPA MENEP
|
peas S AT 7
NIP. 1965080 3 Medya Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si




LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : F Tahun 2019

Tanggal : 1§ fgg op1g

DAFTAR FORMULIR PENDUKUNG

PENYEMPURNAAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DAN ZONA NILAI TANAH

Formulir 1
Formulir 2
Formulir 3
Formulir 4
Formulir 5

Formulir 6

Formulir 7

Formulir 8
Formulir 9
Formulir 10
Formulir 11

Formulir 12

Standarisasi Nama Jalan

Pengumpulan Data Pasar Properti

Kompilasi Data Harga Jual/Data Pembanding
Analisis Penentuan Nilai Bumi per m?
Analisis Penentuan Nilai Obyek Acuan

Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dengan
Data Pembanding

Analisis Penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR)dari NIR
Zona Lain

Rekapitulasi Zona Nilai Tanah

Analisis Perbandingan NIR Baru dengan NIR Lama
Rekapitulasi Pemutakhiran Zona Nilai Tanah
Analisis Tingkat Kapitalisasi

Tabel Penyusutan




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kamboija No. 29 Telp/Fax (0328) 662905 — 661995
SUMENEP

Formulir 1

FORMULIR STANDARISASI NAMA JALAN

Kode Wilayah : Kecamatan :
Desa : Kabupaten

Sumenep,......ccoivennnes

Kepala Sub Bidang Penetapan Petugas




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kamboia No. 29 Telp/Fax (0328) 662905 — 661995

SUMENEP
Formulir 2
FORMULIR PENGUMPULAN DATA PASAR PROPERTI
PR DT KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE NO. DATA | | | | |
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) OO0 OO OO o111 g noreaser [ [ [T [ 1] [ [11]

i. KETERANGAN DATA PASAR

Pemilik

RN RN NN RN RN RN ENE R NRNRAEERNNNNNNNEEEN

mamatpropers [ | [T TTTTTTTTTITTTTIOT T TTTTTTTTTTITORLITITEI ATt TTT]
HEREEERERENRENNEREENENEEEERE NN ERANRNNNREREERREN
ERENERNRERNEE

Nomor Telepon I

Nama Listing
Sumber Data BBW LOCORT PO oy irydyd

[0 pemiik
O weiova [TTTTTTTTITTTITTT]

Jenis Data D Jual Beli Rp,l |

D Sewa Rp.l |

Tanggal

/

mafannn
[T] [TLL]
[T [T
|

Jenis penggunaan DTanah ada bangunan DKainng siap bangun DTanah kosong DLainnya

Luss b [LTTT T  Ie
Lebar sisi depan D]:D:l:l:l:]m 5. Bentuk Bumi DPersegi DSegitiga DTak beraturan
Ketinggian dari D:I]:I:D:Dm 6. Kedudukan Bumi I:]Sudut |:|Tengah |:|Ujung DTusuk sate

paras jalan

lll. FOTO OBJEK IV. KETERANGAN LAIN

V. IDENTITAS PENDATA/PENILAI

1.7eLPENDATAANY [ T T TUTTTT

PENILAIAN

a2NamaPeNDATA [ | [ [P P T T T ITTTITT T T T T T T T TIAITTIITTTITTITITd
PENILA!

3.NIP NNENENNEERERREERENEER

4. TANDA TANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kamboja No. 29 Telp/Fax (0328) 662905 — 661995

SUMENEP
Formulir 6
ANALISIS PENENTUAN NILAI INDIKAS]I RATA-RATA (NIR) DARI DATA PEMBANDING

KECAMATAN

KELURAHAN / DESA

KODE ZNT

NAMA JALAN

ALAMAT
NILAI TANAH NIR
NO DATA KODE ZNT g:jill: NOP NO REGISTER| ™ pp i) (RPM2) | KETERANGAN
Kepala Sub Bidang Penetapan Penilai
N.l'|5 ...............................................................

Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengendalian
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kamboja No. 29 Telp/Fax (0328) 662905 — 661995

SUMENEP
Formulir 8
REKAPITULASI ZONA NILAI TANAH

kopeweturaHaN [ T 1 [T ] L1 T 1 L1 1 §
namakerorataN [ T T T T T T T T T T T T T T T T 3 1T bF T |
NO| KODE NL/M2 (000) NO|j KODE NL/M2 (000) NO| KODE NL/M2 (000)

1 21 41

2 22 42

3 23 43

4 24 44

5 25 45

6 26 46

7 27 47

8 28 48

9 29 49

10 30 50

11 31 51

12 32 52

13 33 53

14 34 54

15 35 i

16 36 56

17 37 57

18 38 58

19 39 59

20 40 60

Kepala Bidang Pendataan, Kepala Sub Bidang Penetapan Penilai
Penetapan dan Pengendalian
NIP. s NIP...ciiriiriirirecnerecanenens NIP.c..ovitiniirreninneecreneans




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kamboja No. 29 Telp/Fax (0328) 662905 — 661995

SUMENEP

Formulir 9
ANALISIS PERBANDINGAN NIR BARU DENGAN NIR LAMA
KECAMATAN

KELURAHAN :
KODE WILAYAH

NO ZNT BARU ZNT LAMA PERUBAHAN (%) | ASSESMEN

KETERANGAN
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Kepala Bidang Pendataan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pentlai
Penetapan dan Pengendalian




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kamboja No. 29 Telp/Fax (0328) 662905 — 661995

SUMENEP

"Formulir 10
REKAPITULASI PEMUTAHIRAN ZONA NILAI TANAH

"KopEKELURAHAN [T [T] 111 L1
NAMAKELURAHAN | | | T 1 1 1T 1T 1T 1 1 1T 1 1T 1 1111 101711
KODE ZNT ASAL 11 NIR ASAL :
KODE ZNT BARU 1] NIRBARU @ ..o
NO | NOURUT NO| NO URUT NO| NO URUT NO| NO URUT NO| NOURUT
1 21 41 61 81
2 22 42 62 82
3 23 43 63 83
4 24 44 64 84
5 25 45 65 85
6 26 46 66 86
7 27 47 67 87
8 28 48 68 88
9 29 49 69 89
10 30 50 70 90
11 31 51 71 91
12 32 52 72 92
13 33 53 73 93
14 34 54 74 94
15 35 55 75 95
16 36 56 76 96
17 37 57 77 97
18 38 58 78 98
19 39 59 79 99
20 40 60 80 100
Kepala Bidang Pendataan, Kepala Sub Bidang Penetapan Penilai
Penetapan dan Pengendalian
NIP NIP. NIP...oicriiiiriicrece e
Mengetahui,

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumenep




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kamboia No. 29 Telp/Fax (0328) 662905 — 661995
SUMENEP

ANALISIS TINGKAT KAPITALISASI

|:| 1 Perumahan

2 Perkantoran swasta

(] 3 pabrik

D 4 Toko/apotek/pasar/ruko
[]5 Rumah sakitiinik

I:l 8 Olah ragalrekreasi

[:l 7 Hotel/wisma

D 8 Bengkel/gudang pertanian
D 9 Gedung Pemerintah

[ 10 Lain-ain

Formulir 11

I__—_I 11 Perumahan tidak kena pajak

El 12 Bangunan Parkir
|:| 13 Apartemen
I::l 14 Pompa Bensin
[ ] 15 Tangki Minyak
D 16 Gudang Sekolah

dan Pengendalian

NO NOP HARGA SEWA HARGA JUAL TINGKAT KAPITALISASI
1 2 3 5 (3:4)
Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Kepala Sub Bidang Penetapan Penilai

.......................................

................................




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kamboja No. 29 Telp/Fax (0328) 662905 — 661995

SUMENEP
Lampiran 12
TABEL PENYUSUTAN
UMUR EFEKTIF| Biaya Pengganti Baru per M2 dan Kondisi pada Umumnya
(Tahun) < Rp 275.000,- Rp 275.000-Rp 475.000,- > Rp 475.000,-

SB B S J SB B S J SB B S J
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 4 6 8 2 4 5 6 2 2 3 4
2 5 9 12 16 5 7 9 11 4 5 6 7
3 8 13 17 23 7 10 13 17 5 7 9 11
4 10 16 22 29 9 13 17 21 7 9 11 14
5 13 20 27 35 11 16 21 26 9 11 14 18
6 15 23 31 40 13 19 24 30 10 13 17 21
7 15 27 35 45 15 22 28 34 12 15 19 24
8 15 30 39 50 15 25 31 38 13 17 21 27
9 15 30 43 54 15 27 34 42 15 19 24 30
10 15 30 46 58 15 30 37 45 15 21 26 32
11 15 30 50 61 15 30 40 48 15 23 28 35
12 15 30 50 64 15 30 43 51 15 25 30 37
13 15 30 50 67 15 30 45 54 15 27 32 40
14 15 30 50 70 15 30 48 57 15 28 34 42
15 15 30 50 70 15 30 50 59 15 30 36 44
16 15 30 50 70 15 30 50 62 15 30 38 46
17 15 30 50 70 15 30 50 64 15 30 40 48
18 15 30 50 70 15 30 50 66 15 30 42 50
19 15 30 50 70 15 30 50 68 15 30 44 52
20 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 45 54
21 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 47 56
22 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 48 57
23 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 59
24 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 61
25 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 62
26 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 64
27 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 65 -
28 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 66
29 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 68
30 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 69
31 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70
32 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70
33 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70
34 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70
35 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70
36 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70
37 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70
38 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70
39 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70
40 15 30 50 70 15 30 50 70 15 30 50 70

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



